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ABSTRAK

Pada skripsi ini akan dibahas mengenai transfer dana dari
pemerintah pusat - daerah dan beberapa variable yang mempengaruhinya
yaitu yaitu populasi, kepadatan penduduk, jumlah usia sekolah dan
kemiskinan.

. u J?!!? yang diSunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dari
tahun 2002 -2003. Metode analisis yang digunakan adalah panel data dengan
pendekatan Random Effect. 5

Analisis dengan panel data digunakan karena penelitian ini
menggunakan dua data yaitu data time series dan cross section dan meneliti
tentang transfer dana di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Dengan analisis
panel data dengan pendekatan Random Effect didapatkan hasil bahwa
populasi, jumlah usia sekolah, kemiskinan berpengaruh secara signifikan

xm



BAB I

PENDAHULUAN

l.Latar belakang masalah

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah

menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep
otonomi daerah dalam arti yang sebenamya. Gagasan penataan kembali sistem

otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi,
efektivitas, transparent, akuntabilitas, dan demokratisasi mlai-nilai kerakyatan dalam
praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Mardiasmo.2002)

Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk

dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri
ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang teriadi
adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai
wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja
Daerah (Mardiasmo,2002)

Kritik yang muncul selama ini adalah Pemerintah Pusat terialu dominan

terhadap Daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini
dikembangkan Pemerintah Pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas Daerah.
Pemerintah Daerah kurang diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya
sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada Daerah tidak disertai dengan
pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang



profesional, dan pembiayaan yang adil. Alribatnya, yang teriadi bukannya tercipta
kemandirian Daerah, tetapi justru ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Era reformat saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma
pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan
pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain
diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah
dan desentrahsasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan
langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi
merapakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman
disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas
hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua,
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa
Indonesia untuk menyongsong era globalise ekonomi dengan memperkuat basis
perokonomian daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah
dituntut untuk mencari aitematif sumber pembiayaan pembangunan tanpa
mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah

Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat
Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik

daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik



investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek

multiplier yang besar.

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk

mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal dan memberi

keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang

sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, tetapi apakah

setiap daerah mampu membiayai pembangunan daerah sendiri yang hanya

mengandalkan pendapatan lokal? Hal ini tentu saja tidak mungkin oleh karena itu

pemerintah daerah membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk

dan perimbangan..

Dana perimbangan terdiri dari:

(I) bagian daerah dari PBB, BPHTB, dan sumber daya alam;

(ii) dana alokasi umum; dan

(iii) dana alokasi khusus.

Dengan berdasar latar belakang diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah tidak

mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya, hal ini dibuktikan dengan

melihat perbandingan rata-rata PAD tahun 2002 sebesar Rp. 21.314.276 dengan rata-

rata pengeluaran tahun 2002 tiap-tiap daerah sebesar Rp. 289.653.324 . Oleh karena

itu masih diperlukan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi

Umum, Besar kecilnya Dana Alokasi Umum tiap daerah berbeda-beda. Oleh karena

itu penulis tertarik untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi perbedaan

alokasi dana dari pusat ke daerah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian



yang berjudul " ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE

DAERAH"

2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1 Apakah faktor jumlah penduduk berpengaruh terhadap alokasi dana dari

pemerintah pusat ke daerah?

2. Apakah faktor kepadatan penduduk berpengaruh terhadap alokasi dana

dari pemerintah pusat ke daerah?

3. Apakah faktor jumlah usia sekolah berpengaruh terhadap alokasi dana

dari pemerintah pusat ke daerah?

4. Apakah faktor kemiskinan berpengaruh terhadap alokasi dana dari

pemerintah pusat ke daerah?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan yang diharapkan akan

tercapai, tujuan tersebut ada sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi dana

dari pemerintah pusat ke daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap alokasi dana

dari pemerintah pusat ke daerah.



3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah usia sekolah terhadap transfer dana

dari pemerintah pusat ke daerah.

4. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap alokasi dana dari

pemerintah pusat ke daerah.

4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai wadah bagi penulis untuk manambah wawasan dan untuk

menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan

untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.

3. Sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin

mengembangkannya.

8. Sistematika penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 Tinjauan umum obyek penelitian

Bab ini merupakan uraian, diskripsi, gambaran secara umum atas objek -

penelitian.

Bab 3 Kajian Pustaka

Teori yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung

penelitian yang akan dilakukan.



Bab 4 Landasan Teori dan Hipotesis

Berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang

akan diteliti. Hipotersis merupakan dugaan sementara untuk menjawab

pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab 5 Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam

penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab 6 Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian data dengan bantuan komputer dan

pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis

Bab 7 Kesimpulan dan saran

Bagian terakhir atau penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang

dapat penulis ajukan sehubungan dengan penulis yang telah dilakukan.



BABn

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1 Profil Propinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang letaknya cukup

strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua propinsi besar

Jawa Barat dan Jawa Timur, dan satu daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya antara

5°40' dan 8°30' lintang selatan dan antara 108°30' dan 1H°30' bujur timur

(termasuk pulau karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263km dan

dari utara ke selatan 226km (tidak termasuk pulau karimunjawa) Sepanjang bagian

utara dan selatan terbentangpantai yangcukup panjang.

Dengan luas wilayahkurang lebih 3.254.412 Ha atau sekitar 25,4 persen dari

luas Pulau Jawa (1.70 persen dari luas Indonesia), secaraadministratePropinsi Jawa

Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota dengan 563 kecamatan 8.553

desa/kelurahan. Daerah yangterluas adalahKabupaten Cilacap dengan luas 213.851

Ha atau sekitar 6,57 persen dari luas total Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kota

Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu hanya seluas

1.812 Ha. Dan data luaswilayah tiap-tiap kabupaten/kota dapat dilihat padatabel 1.

Berdasarkan Buku Jawa TengahDalam Angka Tahun 2004, suhu udara rata-

rata maksimum dan minimum menurut stasiun di Jawa Tengah Tahun 2003 yaitu



maksimum 33,9 °C dan minimum 18,1 °C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan

dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban

udara rata-rata dari 73-86 %. Curah hujan tertinggi tercatat di Kebumen yaitu 3.578

mm dan hari hujan terbanyak di Cilacap sebesar 204 hari.

Setelah adanya otonomi daerah, pemerintahan diserahkan ke masing-masing

pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat tidak begitu saja menyerahkan semua

tanggung jawabnya ke daerah, oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan dana

yang berbentuk Dana Alokasi Umum, dan data dari Dana Alokasi Umum tercantum

dalam tabel 1.

2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk besar merupakan potensi pembangunan yang besar, tetapi

penduduk yang besar bukan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Peningkatan

jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan

dapat menjadi bencana terhadap program-program pembangunan yang sedang

dilaksanakan. Berdasarkan data dari BPS Propinsi Jawa Tengah, jumlah pendudukdi

Jawa Tengah tahun 2003 adalah 32.052.840 jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah

pendudukIndonesia, dibandingkan tahun 2002 (31.691.866 jiwa) teriadi penambahan

jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 360.974 jiwa (1,14 %). Dan data jumlah

penduduk tiap-tiap kabupaten/kotadapat dilihat pada tabel 1.



23 Kepadatan Penduduk

Salah satu data statistik yang dapat digunakan sebagai indikator untuk

menganalisis besar kecilnya dana perimbangan yang dialokasikan ke pemerintah

daerah adalah data tingkat kepadatan penduduk. Penyebaran penduduk Jawa Tengah

belum secara merata, rata-ratakepadatan pendudukJawa Tengah tercatat sebesar 985

jiwa setiap kilometer persegi, dimana wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan

tingkat kepadatan sekitar 11 ribu setiap kilometerpersegi. TerlampirData Kepadatan

Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kotadalam tabel 1.

2.4 Jumlah Usia Sekolah

Pada tahun 2003 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berusia 10 tahun

keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 2.932.376 orang, tidak tamat/belum

tamat SD/Mf sebesar 6.025.940 orang, tamat SD/MI sebesar 9.583.156 orang, tamat

SLTP sebesar 4.136.710, tamat SLTA sebesar 3.066.563 orang, tamat Diploma I/II

sebesar 165.387 orang, tamat Akademi/Diploma TV/ Universitas/Perguruan Tinggi

sebesar 573.085 orang.

Dibandingkan dengan tahun 2002, telah teriadi peningkatan di bidang

pendidikan baik bagi penduduklaki-laki maupun perempuan, artinya semakin banyak

orang yang yang bisa menikmati pendidikan dan mampu melanjutkan ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi.
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Akan tetapi bila dicermati, temyata pada tahun 2003 jumlah penduduk

perempuan yang berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf dan tidak/belum pemah

sekolah lebih banyak daripada penduduk laki-laki, sementara yang tamat SD/ML,

SLTP/MTs, SLTA/MA, AK/Diploma dan tamat Universitas lebih rendah daripada

penduduk laki-laki.

Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam

mengenyam pendidikan daripada perempuan, meskipun jumlah penduduk perempuan

lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Besar kecilnya jumlah penduduk yang bersekolah di tiap-tiap daerah

diperkirakan dapat menyebabkan perbedaan alokasi dana perimbangan, dan data

jumlah penduduk di tiap-tiap daerah yang bersekolah usia 10 tahun ke atas di

Propinsi Jawa Tengah tahun 2002 - 2003 dapat dilihat padatabel 1.

2.S. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah di bagi 3, kemiskinan tinggi, sedang,

rendah, maka pada tahun 2002 tercatat 2 kabupaten termiskin adalah kabupaten

Brebes, Grobogan dan Kebumen, tetapi dalam periode 2 tahun terakhir terjadi

peningkatan walaupun kecil, disini terlihat dengan mengurangnya jumlah penduduk

miskinya. Tetapi ada kabupaten yang penduduk miskinnya bertambah yaitu

kabupaten Purbhnggo, karanganyar dan Demak. Fenomena pergeseran ini sangat

penting bagi penentu kebijakan pemerintah daerah propinsi yang hams terus menerus
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melakukan pementauan kondisi kesejahteraan rakyatnya, termasuk mengadakan

evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan, mana yang berjalan efektif

dan mana yang tidak efektif.

Sampai saat ini masih sulit untuk membayangkan bahwa suatu daerah, baik

propinsi, kabupaten maupun desa memiliki program penanggulangan kemiskinan

yang lebih baik dari daerah lain. Sulit pula mengukur kinerja suatu pemerintah daerah

dikaitkan dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Salah

satu sebabnya adalahbelum adanya kesamaan persepsi dari dinas-dinas di pemerintah

daerah. Dalam hal ini peran pemerintah pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan

sangatlah diperlukan oleh karena itu dalam pembagian dana perimbangan apakah

diprioritaskan ke daerah miskin atau tidak, data dari jumlah penduduk miskin tiap-

tiap daerah dapat dilihat padatabel 1.



T
a

b
e
l

1

D
an

a
Al

ok
as

iU
m

um
,P

op
ul

as
i,

Ke
pa

da
ta

n
pe

nd
ud

uk
,J

um
la

h
Us

ia
Se

ko
la

h
da

n
K

em
isk

in
an

Ti
ap

-ti
ap

ka
bu

pa
te

n/
ko

ta
di

pr
op

in
si

Ja
w

a
Te

ng
ah

T
a

h
u

n
2

0
0

2
-

2
0

0
3

D
A

U

(O
O

O
R

p)
Po

pu
la

si
(j

iw
a)

K
ep

ed
at

an
pe

nd
ud

uk
(p

er
K

m
7)

Ju
m

la
h

u
si

a

(j
iw

a)
se

k
o

la
h

K
e
m

is
k

in
a
n

(r
ib

ua
n)

w
ila

ya
h

(K
m

2)
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

2
2

0
0

3

2
1

3
8

,5
1

3
2

8
1

8
1

8
0

9
3

6
6

2
7

0
0

0
0

1
6

3
0

8
3

2
1

6
4

1
8

4
9

7
6

3
7

6
8

5
9

3
0

4
3

5
8

1
7

4
2

3
6

0
,7

3
4

3
.1

1
3

2
7

,5
9

32
1

9
2

4
0

5
6

3
8

1
9

4
1

9
3

3
1

4
7

2
1

2
2

1
5

0
1

3
7

0
1

1
0

9
1

1
3

1
4

8
9

3
8

5
4

8
5

0
8

4
3

3
6

,8
3

2
2

,8

7
7

7
,6

5
2

3
4

9
4

4
9

6
3

2
4

5
4

6
0

3
5

5
7

9
5

8
7

4
8

4
6

9
2

4
1

0
2

3
1

0
8

9
2

7
2

1
6

5
2

9
7

8
7

2
2

5
8

,2
2

6
4

,8

10
69

,7
4

21
5

4
7

7
4

1
3

2
4

8
8

2
0

0
0

0
8

4
8

3
1

7
8

8
4

3
5

3
7

9
3

8
2

6
2

6
6

4
8

3
2

9
7

7
7

7
25

6,
9

2
3

7
.7

1
2

6
2

,7
4

28
3

6
4

0
0

0
0

3
1

5
4

0
0

0
0

0
1

1
7

6
1

0
2

1
1

9
3

8
5

0
9

1
7

1
5

1
4

1
3

1
3

5
3

9
2

2
2

2
3

7
2

,6
3

7
0

,1

1
0

3
4

,8
2

22
5

7
8

0
0

0
0

2
6

9
0

5
9

8
7

8
7

0
5

2
7

2
7

0
9

3
9

7
6

8
2

6
8

5
2

1
9

0
5

8
2

2
3

1
8

4
1

7
5

,5
1

7
5

,9

98
4,

68
21

5
7

2
8

5
7

6
2

3
7

2
4

9
6

1
1

7
5

0
9

3
9

7
5

9
0

1
8

7
6

3
8

0
7

2
4

8
4

5
1

2
7

1
1

3
3

25
3,

5
2

5
0

,2

10
85

,7
3

27
1

41
5

35
6

3
0

0
6

2
9

99
1

1
12

7
7

1
4

1
1

4
2

4
6

7
1

0
3

9
1

0
5

2
3

5
9

5
4

0
3

7
8

2
7

1
2

2
4

19
9,

3

10
15

,0
7

2
5

0
9

4
6

3
6

9
2

9
2

0
7

0
0

0
0

9
0

6
5

3
0

9
2

5
7

2
2

8
9

3
9

1
2

3
1

3
4

6
6

3
1

3
0

9
9

18
8,

4
1

7
1

,1

6
5

5
,5

6
3

3
1

6
7

9
0

5
0

4
0

9
3

8
6

1
3

6
1

1
6

7
6

1
3

1
1

2
0

4
0

0
1

7
8

1
1

7
0

8
3

6
7

7
6

0
3

4
1

7
6

1
2

8
6

,5
26

7,
1

4
6

6
,6

6
2

0
5

2
8

0
0

0
0

2
5

3
7

1
0

0
0

0
7

9
9

4
9

3
8

0
7

6
3

5
1

7
1

3
1

7
2

9
2

6
5

1
7

4
2

8
1

1
9

4
1

3
4

,8
1

2
2

,5

18
22

,3
7

2
5

3
9

7
4

3
3

1
3

1
1

0
9

0
0

0
0

9
7

4
3

5
3

1
0

0
4

7
2

2
5

3
5

5
5

1
2

7
0

1
5

6
2

7
1

2
0

1
24

5,
8

2
4

2

7
7

2
,2

2
2

2
4

9
7

8
1

3
2

6
6

5
5

0
0

0
0

7
8

6
5

5
7

8
1

1
8

7
7

1
0

1
9

1
0

5
2

2
4

5
5

3
5

2
7

4
4

7
1

1
3

4
1

4
1

,7

9
4

6
4

9
2

3
8

9
0

0
0

0
0

2
7

1
9

4
0

0
0

0
8

5
5

9
4

8
8

5
9

9
8

6
9

0
4

9
0

9
2

8
4

9
9

0
2

7
0

3
8

8
2

4
5

2
3

2
,3

1
9

7
5

,8
5

2
6

8
1

0
6

3
9

3
1

2
8

9
9

3
7

1
2

9
9

1
7

5
6

5
1

6
5

7
4

2
4

4
2

4
4

4
0

6
8

3
4

0
0

,9
3

7
9

,2

1
7

9
4

4
2

8
6

5
5

2
4

9
0

2
7

0
1

4
0

0
0

0
8

2
1

5
8

8
8

2
6

7
0

2
4

5
8

4
6

1
2

6
9

3
8

8
2

6
5

2
4

7
2

1
8

,4
19

3,
3

1
0

1
4

1
17

3
1

2
5

9
4

4
1

8
8

9
3

0
0

0
0

5
6

6
2

8
8

5
7

6
4

1
7

5
5

8
5

6
8

1
7

7
3

2
6

1
8

9
0

1
3

1
8

9
1

8
4

.8

1
4

9
1

,2
2

6
8

1
2

0
5

2
8

3
0

0
9

0
0

0
0

0
1

17
1

7
8

5
1

1
8

7
6

4
6

7
8

6
7

9
7

3
9

4
9

6
3

3
9

5
7

6
9

2
6

3
,8

2
4

5
,4

K
a

b
.

K
u

d
u

s
42

5,
17

1
8

5
8

6
7

6
2

7
2

2
8

3
0

8
4

9
1

7
1

8
2

5
3

|7
38

41
0

1
6

8
9

1
7

3
7

2
5

0
2

8
7

2
6

2
5

3
6

9
0

,8
1

91
,1

ts
>



K
a

b
.

Je
p

a
ra

K
ab

.
D

em
a

k

K
a

b
.

S
e
m

a
ra

n
g

K
a

b
.

T
e
m

a
n

g
g

u
n

g

K
ab

.
K

en
da

l

K
a

b
.

B
a

ta
n

g

K
ab

.
P

et
ca

lo
ng

an

K
a

b
.

P
e
m

a
la

n
g

K
a

b
.

T
eq

a
l

K
a

b
.

B
re

b
e
s

K
o

ta
M

a
g

el
a

n
g

K
o

ta
S

u
ra

ka
rt

a

K
o

ta
S

a
la

ti
g

a

K
o

ta
S

e
m

a
ra

n
g

K
ot

a
P

ek
a

lo
n

g
a

n

_
K

o
ta

T
eg

a
J_

_
_

1
0

0
4

,1
6

89
7,

43

94
6,

86

87
0,

23

10
02

,2
7

78
8,

95

83
6,

13

1
0

1
1

,9

87
9,

7

16
57

,7
3

1
8

,1
2

44
,0

3

5
2

,9
6

3
7

3
,6

7

4
4

,9
6

3
4

,4
9

2
3

2
52

2
2

6
9

19
6

74
0

0
0

0

21
5

29
0

00
0

10
6

51
0

0
0

0

28
6

81
0

00
0

21
2

73
5

6
5

0

2
0

5
2

2
0

0
0

0

2
5

0
2

7
9

3
1

8

2
5

6
8

6
7

6
0

0

3
0

4
2

2
2

4
6

2

10
6

45
7

8
7

6

17
8

3
9

0
0

0
0

10
0

5
9

0
9

7
4

2
6

6
9

5
0

0
0

0

9
9

2
6

9
9

5
0

16
3

41
3

85
7

2
4

8
6

6
0

0
0

0
9

9
9

6
3

5

2
4

5
9

4
0

0
0

0
1

0
0

9
8

6
3

2
5

8
2

8
3

87
1

8
4

2
2

4
2

2
2

1
6

6
0

0
0

0
7

1
0

99
1

2
7

0
5

6
0

0
0

0
8

5
9

4
7

1

2
2

4
8

8
7

8
7

5
6

7
4

3
0

7

2
2

2
5

8
0

0
0

0
8

1
9

3
9

7

2
9

7
3

5
9

5
8

0
1

3
4

3
9

5
1

3
0

9
6

2
9

6
1

5
1

4
1

0
0

5
7

3
5

7
3

8
0

0
0

0
1

7
2

8
8

0
8

1
1

9
9

8
0

0
0

0
1

1
6

4
9

8

2
3

2
3

4
1

9
9

7
4

8
8

1
6

8

1
0

5
6

9
0

0
0

0
1

6
3

0
7

9

3
0

8
7

1
0

0
0

0
1

4
5

5
9

9
4

1
2

2
1

7
0

0
0

0
2

6
5

8
2

9

1
5

1
6

5
0

0
0

0
2

3
8

0
5

9

1
0

3
4

7
9

9

1
0

2
4

9
3

4

8
7

9
7

8
5

6
9

4
8

9
2

8
8

2
1

4
5

6
9

2
5

1
9

8
2

9
9

8
4

1
3

1
6

9
7

7

1
4

2
9

3
4

5

1
7

6
3

58
1

1
1

9
4

0
0

4
8

5
5

0
1

9
9

5

1
1

2
5

8
9

0

8
1

7

8
5

8

8
5

5

9
8

0

1
3

2
8

1
6

0
3

1
0

4
3

6
4

2
9

1
1

0
8

7

3
0

7
9

3
8

9
6

5
9

1
2

6
9

0
2

1
5

8
1

1
2

1
3

8
9

4
1

6

2
7

1
4

1
8

22
11

2

1
0
3
1

1
1
4
3

9
2
9

7
9
9

8
7
8

9
9
3

1
3
0
1

1
6
2
4

1
0
6
4

6
6
3
3

1
1
0
3
4

2
9
8
3

3
7
1
5

6
0
3
2

7
1
2
1

3
6
6
6
6
9

3
7
4
3
0
5

2
7
8
1
0
0

2
1
5
8
1
0

3
0
2
7
4
0

2
5
3
2
0
4

3
1
7
3
3
6

4
6
2
4
6
1

5
3
6
6
3
5

6
4
3
7
2
3

3
5
4
8
3

1
5
5
3
4
3

5
8
5
4
5

5
1
3
6
7
2

9
8
9
0
8

8
6
3
2
6

3
7
3

1
0
6

3
7
6
1
8
8

2
9
1
1
9
9

2
1
9
3
3
4

3
0
0
6
3
2

2
5
5
5
5
4

3
1
2
2
3
2

4
9
3
5
1
5

5
2
7
3
2
1

6
6
5
5
8
1

3
5
8
0
5

1
6
5
3
3
8

5
5
9
2
4

4
8
6
1
1
2

9
7
3
9
0

9
1
0
2
1

10
5,
5

24
3,
8

14
7,
9

11
2,
6

20
4,
1

1
5
5

21
5,
3

33
0,
8

31
3,
4

57
6,
7

16
,4

6
9
,
4

20
,1

10
3,
4

26
,3

31
.7

10
4,
6

25
0,
4

12
3,
5

1
0
9

20
1,
4

14
3,
2

19
6,
4

31
6,
3

3
0
6
,
2

54
9,
9

17
,7

72
,8

18
,3

91
,8

20
,7

23
,1

U
>



BAB III

KAJIANPUSTAKA

Penulis menjadikan beberapa penalitian yang pernah dilakukan sebelumnya

menjadikan acuan pustaka diantaranya:

3.1 Jamesen Boex

Menurut Jamesen Boex dari Department ofeconomic, Andrew young school

ofpolicy Studies, Georgia State University, Atlanta, US, Dari penelitianya yang

berjudul " The Incidence of local government allocations in Tanzania" ditemukan

pertanyaan Apakah pembiayaan tiap daerah sama? dan apa yang menentukan

distribusi sumber daya pemerintah daerah?dengan kata lain kenapa tiap daerah itu

berbeda. Menurut seperti apa yang telah ditulisnya yaitu tentang alokasi sumber daya

yang terjadi di Tanzania, pemerintah daerah di Tanzania merumuskan anggaran

sendiri tetapi didasarkan pada suatu kerangka yaitu NMS "Standar Minimum

Nasional" dan anggaran nasional ini dimasukan dalam kerangka anggaran nasional.

Menurut hasil analisisnya yang melihat dari beberapa variable yaitu antara lain:

Kemiskinan, Kepadatan, Jumlah Usia Sekolah, Populasi, Konsumsi, bahwa di

Tanzania alokasi sumber daya pemerintah pusat lebih cenderung ke daerah perkotaan

terutama dalam kasus sumber daya pendidikan, dan menurutnya hal ini pantas karena

mereka membawa beban regional yang cukup besar. Yang kedua daerah dengan

populasi lebih besar tentu saja menerima alokasi lebih kecil ketika diukur terminologi

per kapita.
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3.2 Yogi Vidyatama, S.E

Menurut penelitannya yang berjudul "Metode menilai transfer pusat-daerah"

merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan undang-undang

No.22 tahun 1999 dan No.25 tahun 1999yaitu

1. Apakah selama ini pembagian keuangan daerahmemang belum adil?

2. Apakah pembagian keuangan daerah mengacu padaefektifitas dan efisiensi?

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan analisa terhadap adanya kebijakan

baru dari sisi keadilan dan pemerataan

Implikasi dari munculnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 adalah

perubahan kewenangan yang berakibat adanya perubahan besar pada APBD, baik

dalam pengeluaran maupun pemasukan. Dan akibat dari perubahan kewenangan itu

maka mata anggaran proyek sebagian besar akan pindah ke APBD Dati II, artinya

95% dari pengeluaran pembangunan haras diserahkan pengelolaanya kepada daerah.

Kesimpulanyang didapatdari penelitian ini adalah selamaini secara langsung

maupun tidak langsung daerah yang memilki pendapatan lebih baik mendapat

transfer yang lebih besar, namun begitu daerah tersebut juga memiliki pengeluaran

lebih besar pula. Selain itu menurutnya selama ini hasil SDA yangdieksploitai suatu

daerah tidak memberi dampak terhadap kondisi fiscal daerah tersebut bahkan

korelasina negative. Dan dilihat dari sisi efisiensi maka perhatian terbesar dalam

distribusi dana dari pusat ke daerah adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan

jumlah kecamatan.
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3.3 Haryo Kuncoro

Dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh transfer antar pemerintah

pada kinerja fiscal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia"

menggambarkan bahwa transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya

lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang

memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak local, akibatnya pemerintah daerah

akan terus menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat. Dominannya peran

transfer relative terhadap PAD dalam membiayai pengeluaran daerah sebenarnya

tidak memberikanpanduanyangbaik bagi govemansi.

Menurut hasil estimasinya variable kepadatan penduduk berpengaruh negative

secara signifikan pada perubahan penerimaan. Secara konseptual seharasnya

kepadatan penduduk seharasnya berpengaruh positif dalam perolehan transfer, tanda

negative demikian hanya merupakan konsekuensi dari bentuk penerimaan transfer per

kapita, dan dari sisi lain kenaikan jumlah penduduk berasosiasi dengan kenaikan

kepadatan penduduk, sehingga hubungan antara penerimaan transfer per kapita dan

kepadatan penduduk menjadi negatif. Total pengeluaran pemerintah daerah memberi

hasil yang searah dalam mempengaruhi penerimaan transfer hal tersebut berbeda

dengan variable pendapatan riil per kapita yang memperlihatkan signifikansi yang

berbeda pada penerimaan transfer.

Simpulan dari yang beliau tulis mengindikasikan sikap pemerintah daerah

yang overaktif terhadap arti pentingnya transfer, bagi pemerintah pusat, transfer

diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali
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sumber-sumber penarimaan sesuai kewenangannya. Namun penggalian PAD yang

hanya didasarkan pada factor incremental akan berakibat negative pada

perekonomian daerah.

Di sisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan

pengeluaran yang lebih tinggi. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi

tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintahdaerah teratama

pengeluaran rutin. Kecenderungan ini akan berakibat pada peningkatan ketidak

merataanfiscal secara horizontal padajangka panjang.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah

dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad,1999)

4.1.1. Masalah pokok pembangunan ekonomi

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan

terhadap kebijakan-kabijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah

yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan,

dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang

peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. pemerintah

daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus

mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang

dan membangun perekonomiandaerah.

18
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4.1.2. Teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

Secara singkat pertumbuhan ekonomi adalah proses penaikan output per

kapita dalam jangka waktu yang panjang. Dari definisi diatas jelas bahwa

pertumbuhan ekonomi merapakan:

1. Suatu proses yang berarti perubahanyang terjadi secara terus meneras.

2. Suatu usaha untuk menaikan pendapatan riil perkapita, pertumbuhan ekonomi

berkaitan dengan penaikan output per kapita, disini jelas ada dua sisi yang

perludiperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlahpenduduk.

3. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus meneras berlangsung dalam

jangka panjang, aspekyang ketigadan konsepsi pertumbuhan ekonomi adalah

perspektifjangka panjang(Boediono, 1988,hal.2 )

Pada dasarnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkisar

pada dua hal, yaitu pembahasan tentang metode dalam menganalisis perekonomian

suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pengembangan metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting

sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang

bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai

pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang haras diambil untuk

mempercepat laju pertumbuhan yang ada.
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4.1.3.Mashab Analitis

Teori-teori pembangunan ekonomi yang termasuk dalam mashab ini berusaha

mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat asas (konsisten),

tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan pada aspek historisnya. Metoda

kajian mashab ini bersifat deduktis teoritis. Kecenderungan semacam ini tampak

dalam teori-teori pertumbuhan "moderen" (Lincolin Arsyad,1999)

4.1.3.1. Adam Smith

Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu:

1. Pertumbuhan output total

a) Sumber daya alam yang tersedia (factor-faktor produksi tanah)

b) Sumber daya insani (Jumlah penduduk)

c) Stok barang modal yang ada

2. Pertumbuhan penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah

yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsistensi yaitu tingkat upah pas-

pasan untuk hidup.

4.1.3.2. David Ricardo

Ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut:

1. Jumlah tanah terbatas

2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menuran tergantung pada apakah

tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimum.
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3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik

modal diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik

mereka melakukan investasi.

4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.

5. Sektor pertanian dominant

Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung

meningkatkan produktivitas tenega kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya

the law of diminishing return yang pada giliranya akan memperlambat juga

penurunan tingkat hidup kearah tingkat hidup minimum. Proses ini tidak lain

adalah proses tarik menarik antara dua kekuatan, yaitu:

1. The law ofdiminishing return.

2. Kemajuan teknologi.

4.1.3.3. Solow dan Swan

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan

penyediaan factor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal).

Garis besar proses pertumbuhan yang digunakan Solow dan Swan hamper sama

dengan yang digambarkan Harod-Domar. Ada empat anggapan yang melandasi

model neo klasik, yaitu:

1. Tenaga kerja (penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.

2. Adanya fungsi produksi yang berlaku bagi setiap periode.

3. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan dalam

proporsi tertentu dari output.
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4. semua tabungan masyarakat diinvestasikan.

4.1.4. Otonomi daerah

Berdasar UU No.22 Tahun 1999, otonomi daerah merapakan kewenangan

daerah otonom untuk mengatur dan menguras kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwewenang mengatur dan menguras kepentingan

masyarakat setempat menurat prakarsa sendiri berdasar aspirasi rakyat dalam ikatan

NKRI. Berbicara tentang otonomi daerah substansi yang termuat didalamnya adalah

o Desentralisasi

o Dekonsentrasi

o Tugas pembantuan

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat

kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Dekonsentrasi merapakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah

pusat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di

daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pusat kepada daerah dan desa, dan

dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,

sarana dan prasarana, serta sumber daya yang dibutuhkan (Baldric Siregar dab Bonni

Siregar,2001)
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Pada dasarnya titik sentral otonomi Daerah adalah penyerahan wewenang dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dimana salah satu aspek pentingnya adalah

masalah keuangan. Dengan pelaksanaan otonomi Daerah, khususnya dibidang

pengelolaan keuangan telah terjadi perubahan pola hubungan keuangan Pusat dan

Daerah yang selama ini dijalankan sampai dengan Tahun 2000. Pada hakekatnya

hubungan keuangan Pusat dan Daerah meliputi masalah pembagian, yakni pembagian

tanggung jawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu pada tingkat pemerintahan

serta pembagian sumber-sumber keuangan yang akan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan kata lain, hubungan ini

menyangkut pembagian kekuasaan diantara tingkat pemerintahan.

Kewenangan dibidang keuangan yang pada dasarnya melekat pada setiap

kewenangan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah, turut pula diserahkan untuk

menjadi kewenangan Daerah. Termasuk dalam kesatuan penyerahan kewenangan ini

adalah penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

yang terkait dengan kewenangan tersebut. Adapun penyerahan kewenangan dibidang

keuangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 diwujudkan dalam

pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan Daerah sendiri (PAD)

dan didukung dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu

sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup

pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional,

demokratis, adil, tiransparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan
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Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara

penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan

keuangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya

nasional diarahkan untuk mendukung pembiayaan yang dialokasikan kepada Daerah

sesuai dengan potensi dan hasil Daerah guna melaksanakan otonomi daerah.

Pengalokasian sumber daya nasional juga dimaksudkan untuk mengurangi

kesenjangan antar Daerah yang bersangkutan. Potensi fiskal daerah sebagai sumber

pembiayaan dikelola oleh daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam melayani

masyarakat.

Pengaturan sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

selaras dengan sistem pembagian kewenangan Pemerintahan atara Pemerintah Pusat

dan Daerah. Inisiatif penyempurnaan UU No. 25 tahun 1999 tersebut adalah untuk

menyelaraskan pembiayaan dengan kewenangan agar penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara

proporsional dan merata di seluruh daerah.

4.1.5 Dana Perimbangan

Penyerah tugas pemerintah haras diikuti dengan penyerahan perangkat, alat

perlengkapan, dan sumber pembiayaan, penerimaan dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dituangkan dalam APBD, salah satu sumber penerimaan tersebut

adalah dari Dana perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber

dari penerimaam APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan
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daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Unsur-unsur penerimaan dalam dana

perimbangan ini adalah (Edy Suandi hamid, 2004)

1. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

2. Dana alokasi umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluaranya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana alokasi khusus (DAK), adalah dana yang berasal dari APBN

yang dialokasikan ke daerah untuk membantu daerah dalam membiayai

kebutuhan tertentu.

Besarnya dana-dana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perimbangan yang

diuraikan dalam pasal 6,7, dan 8.

Dengan mengacu pasal-pasal tersebut dapat diformulasikan untuk level

Kabupaten/Kota

o Penerimaan kabupaten/Kota = BD + DAU + DAK

o BD = 90% PBB + 80% BPHTB + 64% iuran HPH + 32% provisi

sumber daya hutan + 64% iuran tetap hasil tambang + 32% royalty

tambang + {80%/Jumlahkah/kota}x pungutan perikanan + 6% minyak

bumi + 12% gas alam.

o DAU = 90% x 25% x Penerimaan Dalam Negeri APBN (minimal)

o DAK = tergantung pada kebutuhan khusus
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Keterangan:

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana alokasi Khusus

PBB = Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB = Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

4.1.6. Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Kebijakan penghitungan DAU Tahun Anggara (TA) 2003 menggunakan

formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (Fiscal gap) yang diatur dalam PP

84/2001 tentang dana perimbangan. Selain dengan formula kesenjangan fiscal,

perhitungan DAU juga ditentukan dengan menggunakan factor penyeimbang berapa

Alokasi Minimum (AM).

Formula DAU berdasar rancangan PP 55/2005 tentang dana perimbangan:

DAU = CF + AD

Ket:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal



DAU Kab/Kotai = Bobot Kab/Kotai X DAU Kab/Kota

di mana,
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Bobot Kab/Kota, = CF Kab/KQtat
I CF Kab/Kota

Ket:

CF Kab/Kotaj = celah fiskal suatu daerah Kab/Kota

£CF Kab/Kota = total celah fiskal seluruh Kab/Kota

Untuk maksud tersebut perlu ditentukan variable-variabel yang digunakan

dan formula penghitungan kebutuhan daerah dan kapasitas fiskalnya. Variabel

Kebutuhan Fiskal. Variabel yang digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan

fiskal adalah sebagai berikut (Edy Suandi Hamid, 2005)

1. Jumlah Penduduk (P). Semakin bersar jumlah penduduk mencerminkan semakin

besar pula tingkat kebutuhan pelayanan publlik yang harus disediakan oleh

pemeritnah daerah.

2. Luas Wilayh (W). Luas wilayah mencerminkan cakupan atau area yang menjadi

tanggungjawab pelayanan publik pemerintah daerah. Semakin besar cakupan

wilayah pelayanan maka semakinbesar pula kebutuhan fiskal yang diperlukan.

3. Indeks Harga Bangunan (K). Variabel ini sebagai proksi dari kondisi geografis

daerah yang berimplikasi pada tingkat kemahalan suatu wilayah.
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4. Tingkat Kemiskinan (Km). Tingginya jumlah penduduk miskin menurut peran

fiskal pemerintah yang lebih besar untukmengankatkesejahteraan mereka.

5. Tingkat Kematian Bayi (Kb). Variabel ini mencerminkan kondisi tingkat

kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Dengan menggunakan variabel-variabel tersebut, dirumuskan formula

kebutuhan Fiskal daerah I (FNj) sebagai berikut:

FN; = Png x (aiPj + a2 Wi + a3Kj + 04Km;+ a5Kbi)

Dimana

Png=^

Png = pengeluaran derah-daerah rata-rata seluruh daerah.

a merapakan bobot masing-masing variabel yang dihitung dari koefisien estimasi

persamaan berikut dengan metode ekonometrika:

Png = a0 + ajP + a2W+ a3K + a4Km + asKb

dimana

«i + «2 + «3 + 04 + 05 = 1

variabel Kapasitas Fiskal. Variabel yang digunakan untuk menentukan besarnya

kapasitas fiskal adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil SDA (S). Variabel ini mencerminkan besarnya potensi sumber daya

alam suatu daerah. Semakin besar potemsi sumber daya alam suatu daerah, akan

semakin besar pola potensi penerimaan bagi hasilnya. Untuk memberikan
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kompensasi atas biaya-biaya pemulihan lingkungan akibat eksploitas SDA dan

insentif bagi daerah untuk melakukan pemulihan atau perbaikan kondisi bagi

daerah untuk melakukan pemulihan atau perbaikan kondisi lingkungannya maka

SDA diperhitungkan 75%.

2. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (B).

dalam ketentuan UU No. 25/1999, penerimaan dari kedua variabel ini (B) sebagai

besar dikembalikan kepada daerah sehingga dapat secara langsung mencerminkan

potensi penerimaan suatu daerah.

3. Pajak Penghasilan (H). Variabel yang digunakan adalah Pajak Penghasilan (PPh)

orang pribadi. Dalam PP Nomer 115 Tahun 2000, PPh orang pribadi merapakan

bagian pedapatan yang sebagian (20%) dikembalikan kedaerah, sehingga

menambah potensi penerimaan daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel yang digunakan adalah PAD (PAD

estimate), yang besarnya ditaksir dengan menggunakan rata-rata PAD Indonesia,

yang merapakan fungsi dari Indeks Pembangunan Manusia dan Indek Sektor

Sekunder dan tersier.

5. Potensi Sumber daya Manusia. Variabel yang digunakan adalah Idenks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini mencakup indeks harapan hidup, indeks

pendidikan (melek huraf dan rata-rata lamanya sekolah), dan indeks standar

hidup layak (yang diukur dari pengeluaran perkapital rill yang disesuaikan)

dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Semakin baik indeks
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pembangunan manusia, mencerminkan semakin baik kualitasnya angkatan

kerjanya, sehingga memberi peluang lebih besar potensi penerimaan daerah.

6. Potensi Industri (Y). Variabel yang digunakan adalah PDRB sektor sekunder dan

tersier daerah, dimana sektor ini mempunyai potensi yang tinggi bagi penerimaan

keuangan daerah. Sektor tersebut adalah: sektor pengolahan; Listrik, gas, dan air

minum; perdagangan; pengangkutan dan komumkasi; bank dan lembaga

keuangan lainnya; serta jasa-jasa.

Dengan variabel- variabel tersebut, dirumuskan formula kapasitas

Fiskal daerah I (FQ) Sebagai beikut:

Fci = (0,75Si + Bj + Hi) + PA D,

Dimana;

PAD, = (PADx(foWM{ + 02YO)

Dimana

ZPADy
PAD =^-

n=jumlah daerah

dan p merupakan bobot yang diperoleh dari koefisien estimasi berikut;

PAD = p0 +01IPM+p2Y

Dimana

Bj + p2=l



AgaralokasiDAUsebesar persentase tertentu daripenerimaan dalamnegara

dapat mencukupsecaratepat DAUsemuadaerah, maka besarnya DAU aktual

(aDAU) yang menerima daerah adalah

aDAUi =

f \

DAU

t,DAU,
Vm J

DAU,

Dalam studi ini Dana Alokasi Umum ditentukan oleh variable-variabel

kebutuhan daerah yang dicerminkan dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat

pendapatan dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, sedangkan potensi

ditambah puladengan variable- variable yang terkait langsung dengan pembangunan

manusia.

4.2 HIPOTESIS

1. Diduga pengaruh jumlah penduduk terhadap alokasi dana dari pusat ke

daerah adalah positif.

2. Diduga pengaruh kepadatan penduduk terhadap alokasi dana dari pusat ke

daerah adalah positif.

3. Diduga pengaruh jumlah usia sekolah terhadap alokasi dana dari pusat ke

daerah adalah negatif

4. Diduga pengaruh kemiskinan terhadap alokasi dana dari pusat ke daerah

adalah positif.

31
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BABV

Metode Penelitian

5.1. Jenis data dan somber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari BPS setempat dan berbagai sumber yang terkait.

5.2. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukanpada penelitianini adalah denganmenggunakan

Regresi Panel Data, yaitu regresi yang dilakukan dengan menggabungkan data time

series dan data cross section. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari

menggunakan metode ini. Pertama, data panel yang merapakan gabungan dua data

time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga

akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan

informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang

timbul ketika ada masalah penghilanganvariabel (ommited-variabel)

Model regresi dengan model data panel, secara umum akan mengakibatkan kita

mempunyai kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga

kemungkinan yaitu residual time series ,cross section maupun gabungan keduanya..

Dalam pembagian dana alokasi dari pusat ke daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah dipengaruhi oleh populasi kepadatan, dan jumlah usia sekolah. Adapun

model ekonomi dapat ditulis sebagai berikut:
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C = /(Populasi, Kepadatan,Jumlah usia sekolah)

Adapun model regresinya dalam bentuk log linierdapatditulis sebagai berikut:

lnYrt = p0 + Pi InXi« + p2 In X2i/ + p3 In X3i, + p4 In X*, + e„

Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Fixed Effect dan

pendekatan Random Effect:

1. Pendekatan Fixed Effect

Pendekatan Common Effect mengasumsikan bahwa intersep maupun slope

adalah samabaik antar waktu maupun antar Kabupaten/Kota. Namun, asumsi inijelas

sangat jauh dari realita sebenarnya. Karakteristik antar Kabupaten/Kota jelas akan

berbeda. Salah satu cara paling sederhana mengetahui adanya perbedaan adalah

dengan mengasumsikan bahwa intersep adalah berbeda antar Kabupaten/Kota

sedangkan slopenya tetap sama antar Kabupaten/Kota. Model yang mengasumsikan

adanya perbedaan intersep di dalam persamaan tersebut dinamakan model regresi

Fixed Effect. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan pada adanya perbedaan intersep

antar Kabupaten/Kota namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Di

samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap

antar Kabupaten/Kota dan antar waktu. Bagaimana kita bisa mengestimasi model

Fixed Effect ini dimana intersep berbeda antar Kabupaten/Kota? Kita akan

menggunakan metode teknik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep

tersebut. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik Least squares Dummy

Variables( LSDV). ModelFixed Effectdengan variabel dummy dapatditulissbb :

lnY, = 00 + 01 In Xi« + fi3 In X2i, + fi3 X3it + fi4 X«, + ps Dw + + B34 D34i + e*
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Dimana:

Di, = 1 untuk Kabupaten Banyumas.

= 0 untuk Kabupaten lain

D2, = 1 untuk Kabupaten Purbalingga.

= 0 untuk Kabupaten lain

D34/ = 1 untuk Kota Tegal

= 0 untuk Kota lain

Kita mempunyai 35 Kabupaten/Kota yang berbeda maka kita memerlukan

34 variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep antara 34 Kabupaten/Kota

tersebut. Di dalammodel ini Kabupaten Cilacapmerupakan kabupaten pembanding

2. Pendekatan Random Effect

Di dalam mengestimasi data panel dengan Fixed Effect melalui teknik

variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang kita gunakan. Untuk

mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual dikenal sebagai

metode Random Effect.Di dalam model ini kita akan memilih estimasi data panel

dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu Namun

demikian kita mengasumsikan bahwa intersep adalah variabel random atau stokastik.

Model ini sangat berguna jika individual Kabupaten/Kota yang kita ambil sebagai

sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Untuk

menjelaskan model Random Effect kita tulis model perilaku alokasi dana dari pusat

ke daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai berikut:



35

lnY„ = fio, + fij In Xitf + p2 In X2it + p3 In X3it + e„

(1.1)

Dalam hal ini p0l tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random

sehingga dapat diekspresikan dalam bentukpersamaan sebagai berikut

Pot = Po + |li, dimana I = l,....n

(1.2)

Pot adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata

intersep populasi dan (ij adalah residual yang bersifat random yang menjelaskan

adanya perbedaan perilaku negara secara individu.Dalam hal ini residual \\.\

mempunyai karakteristik sebagai berikut:

E(Hi) = 0 dan var(m) = <52

(1.3)

Sehingga E(fi0i) = fio dan var (p0i) =o/

Substitusi persamaan (1.2) ke dalam persamaan (1.1) akan menghasilkan

persamaan sebagai berikut:

Yit =(Wo+ Mi) +^/lnX,«+^lnX2// +^lnX3l7 +^lnX4rt+ert (1.4)

= 7To+Pi\n X,„ +p2 In X2 u+p3 In X3 „+p4 In X«, +(e„ +ft)

= Jo+p,\nX„, +p2 In X2„ +p3 In X3 „+p4 In X«,+ vit

dimana: Vjt = e« + ^i

Persamaan (1.4) merapakan persamaan untuk metode Random Effect
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Uji Hausman

Adalah uji yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model Fixed

Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV

didalam metode Fixed Effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak

efisien, Di lain pihak alternatifhya metodeOLS efisien dan GLStidak efisien. Karena

itu uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Unsur penting

untuk uji ini adalahkovarian matrik dariperbedaan vektor B-fiats

Var B-BgLS = Var P +Var 0GIS Cov B,/3gls Cov B,fiGLS

0.1)

Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien

dengan estimator yang tidak efisien adalah not sehingga

Cov

/\ A

(B-J3gls),/3gls ~Cov[,B-Bgls Var &GLS 0

(1.2)

Cov P,Bgls = VarPgls

Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan (1.1) akan menghasilkan kovarian

matrik sebagai berikut:
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Varf^-/?G£yj= VarM- Var[£3£sj= Van»

(1-3)

Selanjutnya mengikuti kriteria WaldUji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi

squares sebagai berikut:

A A _l A

m=q'Var(q) q

(1.4)

;.[.
A A

dimana q = fi-fiGts danVar(^) =Var(/ff)-Var(^Gw)

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Squares dengan degree of

freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik

Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed

Effect sedangkansebaliknyabilanilai statistikHausman lebih kecil darinilai

kritisnyamaka model yangtepat adalah model RandomEffect



BAB VI

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan empat variable independent yaitu populasi,

kepadatan pendudukjumlah usia sekolah dan kemiskinan, sedangkan variable

dependennya adalah Dana Alokasi Umum

6.1. Data.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang

merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Data dari satu

Propinsi sebanyak 34 kabupaten yang sebenamya terdapat 35 kabupaten/kota tetapi

kabupaten Grobogan tidak mendapat DAU pada tahum 2003 sehingga tidak

dimasukan dalam penghitungan. Sehingga secara keseluruhan dari 34 kabupaten

tersebut data yang digunakan sebanyak 170 data, yaitu mulai dari tahun 2002 sampai

dengan tahun 2003. Data diperoleh dari Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

6.2. Deskripsi Data.

1. Jumlah penduduk

Data populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data

jumlah penduduk tiap kabupaten/kota yang terdapat di propinsi Jawa Tengah. Data

tersebut diperoleh dari BPSJawaTengah.
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Kepadatan penduduk

Data tentang kepadatan penduduk merupakan data dari jumlah penduduk

dibagi dengan luas wilayah, sehingga satuan yang digunakan adalah km . Data

tersebut diperoleh dari BPSJawaTengah dan diolah.

3. Jumlah usia sekolah

Data ini adalah merupakan data dari jumlah usia sekolah menurut

kabupaten/kota di jawa tengah tahun 2002 dan 2003 yang diperoleh dari BPS Jawa

Tengah.

4. Kemiskinan

Data ini merupakan data dari persentase penduduk miskin tiap-tiap

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002 dan 2003 yang diperoleh dari BPS Jawa

Tengah

63. Analisa hasil regresi.

Hasil regresi meliputi penyajian hasil regresi, pengujian hasil hubungan antara

variable terikat (dependent variable), dengan variable bebas (independent variable).

Secara statistic prosedur analisis yang dilakukan meliputi variable - variable penjelas

secara serentakdan parsial
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63.1. Hasil regresi.

Hasil perhitungan regresi yang dihitung dengan menggunakan program

Eviews 3.0 dengan model regresi panel data dengan pendekatan Fixed Effect dan

Random effect, maka didapat hasil regresi dari fixed effect dan Random effect yang

disajikan dalam table berikut:

Tabel 2

Hasil Estimasi Regresi dengan metode Fixed Effect dan Random Effect

Fixed Effect Random Effect

c 12.71847

12.29583

LOG(Xl?) -0.495889 0.824205

t-statistic -0.314138 2.608796

LOG(X2?) -0.098184 0.046239

t-statistic -0.906562 1.15888

LOG(X3?) 1.257763 -0.435976

t-statistic 1.52051 -1.501707

LOG (X4?) -0.596462 0.094418

t-statistic -1.759214 1.334329

R* 0.926134 0.829492

Adjusted R-
squared

0.835033 0.818667

F Statistik 125.3806

Durbin-Watson stat 3.885714 2.205626

63.2. Uji Hausman

Untuk memilih apakah menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect

maka menggunakan uji Housman, Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik
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Chi Squares dengan degree offreedom sebanyak kdimana kadalah jumlah variabel

independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model

yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik

Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model

Random Effect. Karena nilai statistic housman sebesar 10.35685 dan nilai kritisnya

adalah 14.8602 maka nilai statistik Hausman < nilai kritisnya jadi dengan demikian

berdasar uji Hausman model yang tepat untuk menganalisis adalah model Random

Effect.

6.4. Pengujian statistic

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dapat digunakan atau tidaknya

model yang dipakai sebagai perbandingan secara statistic. Maka diadakan pengujian

secara parsial.

6.4.1. Pengujian secara parsial.

Untuk melihat apakah variable - variable penjelas mempunyai hubungan yang

berarti (signifikan) dengan variable terikat dapat melalui:

1. Tanda parameter regresi dibandingkan dengan teori. Apabila tanda parameter

regresi sesuai dengan teori maka dapat dikatakan hasil regresi mendukung

teori.
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2. Pengujian tersebut jika semakin tinggi t-hitung pada derajat keyakinan

tertentu maka hubungan variable penjelas dengan variable yang dijelaskan

mempunyai hubungan yang berarti atau signifikan secara statisitk.

Dengan menggunakan a = 10 % dan derajat kebebasan df = 64(n-k) diperoleh

besarnya t tabel adalah kurang lebih 1.296 , maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel jumlah penduduk (XI).

Koefisien regresi variable jumlah penduduk adalah 0.824205 , sedangkan t

hitung adalah 2.608796. Karena t hitung > t tabeL maka secara statistic bahwa

populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana transfer pemerintah

pusat ke daerah

2. Pengujian terhadap variable kepadatan penduduk (X2)

Koefisien regresi variable kepadatn penduduk adalah 0.046239, sedangkan t

hitung adalah 1.158880. Karena t hitung < t tabel, maka secara statistic bahwa

populasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dana transfer

pemerintah pusat ke daerah

3. Pengujian terhadap variabel jumlah usia sekolah (X3)

Koefieien regresi variable jumlah usia sekolah adalah -0.435976 sedangkan t

hitungnya adalah -1.501707. Karena t hitung > t tabel , maka secara statistic
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bahwa jumlah usia sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

dana transferpemerintah pusatke daerah.

4. Pengujian terhadap variabel kemiskinan (X4)

Koefieien regresi variable kemiskinan adalah 0.094418 sedangkan t

hitungnya adalah 1.334329. Karena t hitung > t tabel , maka secara statistic

bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana transfer

pemerintah pusat ke daerah.

6.4.2. Penaksiran koefisien determinan majemuk(R2).

Pengujian dengan determinan majemuk (R2) berfungsi untuk mengukur

prosentasetotal variableterikat (Y) dijelaskan oleh variable- variablebebas. Dari

hasil regresi data diperoleh nilai R2 sebesar 0.829492 yang berarti bahwa variable

Ydijelaskan oleh variable - variable independent sebesar 82.9492% sedangkan

sisanya dijelaskan oleh variable lain di luar model.

6.5. Interpretasi hasil analisa.

Elastisitas jumlah penduduk sebesar 0.824205 yang berarti jika jumlah

penduduk naik 1% maka Y atau Dana alokasi umum tersebut akan naik sebesar

0.824205 %. Hal ini menunjukkan bahwa populasi sangat mempengaruhi dana

transfer pemerintah pusat ke daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi

jumlah penduduk semakin besar beban regionalnya, maka perlu lebih banyak bantuan

dana dari pemerintahpusat.
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Elastisitas jumlah usia sekolah (X3) sebesar -0.435976 yang berarti jika
jumlah usia sekolah naik 1%, itB^V^'iK^^^^'taan^^
0.435976 %. Hal ini disebabkan karena variable jumlah usia sekolah merupakan
bagian dari variable IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan variable
dari penentu kapasitas fiscal. Karena semakin baik indeks pembangunan manusia,
mencerminkan semakin baik kualitas angkatan kerjanya, sehingga memberi peluang
lebih besar potensi penerimaan daerahnya.

Sedangkan Elastisitas kemiskinan (X3) sebesar 0.094418 yang berarti jika
kemiskinan naik 1%, maka Yatau dana alokasi umum akan naik sebesar 0.094418%.
Hal ini menunjukan variable kemiskinan sangat mempengaruhi dana transfer
pemerintah pusat ke daerah. Tingginya jumlah penduduk miskin menurut peran fiskal
pemerintah yang lebih besar untuk mengankat kesejahteraan mereka.

Di antara variable- variable yang digunakan, ternyata variable jumlah
penduduk merupakan factor yang paling dominant dalam mempengaruhi transfer
dana dari pemerintah pusat ke daerah di 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut
dibandingkan factor- factor lainnya yaitu jumlah usia sekolah, kepadatan penduduk
dan kemiskinan Hal ini dapat dilihat dari elastisitas jumlah penduduk yang lebih
besar dari koefisien variable lainnya yaitu sebesar 0.824205 %. Jadi jumlah penduduk
sangat berperan dalam mempengaruhi besar kecilnya alokasi dan yang diterima
kabupaten/kota di Jawa Tengah.



BABVH

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan.

Berdasarkan hasil empiris serta analisis peneliti mengenai transfer dana

pemerintah pusat ke daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel jumlah penduduk signifikan dan mempunyai nilai koefisien yang

positif. Dengan demikian maka, besarnya kenaikan populasi akan mengakibatkan

peningkatan dalam penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mungkin

lebih dikarenakan beban regional yang di terima lebih besar sehingga membutuhkan

lebih banyak bantuan dana dari pemerintah pusat

Variabel kepadatan penduduk tidak signifikan dan mempunyai koefisien yang

positif. Variabel kepadatan penduduk kurang berpengaruh terhadap alokasi dana, hal

ini dikarenakan variable kepadatan tidak masuk dalam perhitungan kebutuhan fiscal.

Variabel jumlah usia sekolah signifikan dan mempunyai nilai koefisien yang

negatif, yang berarti besarnya jumlah usia sekolah akan meyebabkan turunnya dalam

penerimaan transfer. Hal ini disebabkan karena variable jumlah usia sekolah

merupakan bagian dari variable IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang

merupakan variable dari penentu kapasitas fiscal. Karena semakin baik indeks

pembangunan manusia, mencerminan semakin baik kualitas angkatan kerjanya,

sehingga memberi peluang lebih besar potensi penerimaan daerahnya.
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Variabel kemiskinan signifikan dan mempunyai nilai koefisien yang positif.

Dengan demikian maka, besarnya kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan

peningkatan dalam penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya

jumlah penduduk miskin menurut peran fiskal pemerintah yang lebih besar untuk

mengankat kesejahteraan mereka.

Pengujian terhadap koefisien determinasi majemuk (R2) menghasilkan nilai

sebesar 82.9%. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, variasi dari variabel

independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 82.9%

sedangkan sisanya sebesar 16.1% dijelaskan olehvariabel laindi luarmodel.

7.2 Implikasi.

Sebagai salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat, alokasi DAU

mempunyai peranan yang cukup besar bagi pendapatan Daerah mengingat DAU

menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan komponen lainnya dalam Dana

Perimbangan. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. dengan tujuan

semua daerah memiliki kemampuan yang relatif sama untuk membiayai

pengeluarannya dalam pelaksanaan azas desentralisasi Dengan adanya DAU ini

diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antara Daerah yang maju dengan

Daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pembagian dana bagian Daerah

melalui bagi hasil (revenue sharing) berdasarkan daerah penghasil (by origin)

cenderung menimbulkan ketimpangan antar Daerah, dimana Daerah yang mempunyai
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potensi pajak dan SDA yang besar hanya terbatas pada beberapa Daerah tertentu.

Peran strategis distribusi DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan

pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari

masing-masing Daerah. Oleh karena itu, DAU untuk suatu Daerah ditetapkan

berdasarkan fiscal gap yang dihitung berdasarkan potensi penerimaan (fiscal

capacity) dan kebutuhan belanja (fiscal needs). Dengan demikian, fungsi dari alokasi

DAU adalah untuk menutup gap yang terjadi karena fiscal needs melebihi fiscal

capacity yang dimiliki suatu Daerah.

Pemerintah telah menaruh perhatian pada masalah keadilan dimana daerah

yang lebih besar beban regionalnya menerima transfer yang lebih besar pula. Sisi lain

dari keadilan ini adalah jumlah penduduk (populasi). Daerah yang populasinya tinggi

otomatis menerima transfer lebih besar karena mempunyai beban regional yang lebih

besar.. Pemerintah seharasnya jeli dalam memantau kenaikan jumlah penduduk

sehingga tidak teriadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan kebutuhan,

ketidakseimbangan itu ditunjukan dengan kenaikan dana transfer tidak sebanding

dengan tingginya kenaikan jumlah penduduk.

Mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiscal pemerintah kota dan kabupaten

di Jawa Tengah yang mengindikasikan sikap over aktif pemerintah daerah terhadap

pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi

pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber

penerimaan sesuai kewenanganya. Disisi lain, peningkatan alokasi transfer juga

diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang tinggi. Gejala ini memperlihatkan
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bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang

diterima pusat. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut

disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama pengeluaran

rutin. Kencenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan

ketidakmerataan fiscal secara horizontal.
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HASIL REGRESI PANEL DATA DENGAN PENDEKATAN FIXED EFFECT

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 05/22/06 Time: 11:17
Sample: 2002 2003
Included observations: 2
Total panel observations 68

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LOG(X1?) -0.495889 1.578572 -0.314138 0.7541
LOG(X2?) -0.098184 0.108303 -0.906562 0.3669
LOG(X3?) 1.257763 0.827198 1.520510 0.1316
LOG(X4?) -0.596462 0.339050 -1.759214 0.0817

Fixed Effects

CILACAP-C 14.20356
BANYUMAS-C 14.39841

_PURBALINGGA-C 14.25693

BANJARNEGARA-C 14.20073
KEBUMEN--C 14.32977

PURWOREJO-C 14.24729

WONOSOBO-C 14.22066

MAGELANG-C 14.13768
BOYOLALI-C 14.07133

KLATEN-C 14.65669
SUKOHARJO--C 13.87220
WONOGIRI-C 14.46374

KARANGANYAR-C 13.98978

SRAGEN-C 14.30063

BLORA--C 14.25998
REMBANG--C 14.08705

PATI-C 14.14711
KUDUS-C 13.59388

JEPARA-C 13.48739
DEMAK--C 13.90158

SEMARANG-C 13.85460

TEMANGGUNG--C 13.53330

KENDAL-C 14.19093
BATANG-C 13.85940

PEKALONGAN--C 13.86647
PEMALANG-C 14.12135

TEGAL-C 14.04588

BREBES-C 14.35859
KOTAMAGELANG-C 13.70466
KOTASURAKARTA--C 14.00925

KOTASALATIGA-C 13.16614

KOTASEMARANG-C 13.53750

KOTAPKLNGAN-C 12.99171
KOTATEGAL-C 13.52559

R-squared 0.926134 Mean dependent var 19.26388
Adjusted R-squared 0.835033 S.D.dependentvar 0.325649
S.E. of regression 0.132266 Sum squared resid 0.524831
F-statistic 125.3806 Durbin-Watson stat 3.885714
Prob(F-statistic) 0.000000

_



HASIL REGRESI PANEL DATA DENGAN PENDEKATAN FIXED EFFECT
Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: GLS (Variance Components)
Date: 05/22/06 Time: 11:18
Sample: 2002 2003
Included observations: 2
Total panel observations 68

Variable Coefficient

C 12.71847
LOG(X1?) 0.824205
LOG(X2?) 0.046239
LOG(X3?) -0.435976
LOG(X4?) 0.094418

Random Effects
_CILACAP-C 0.031525

_BANYUMAS-C 0 029581
_PURBALINGGA-C -0.006541

_BANJARNEGARA-C -0 031292
_KEBUMEN-C 0.023884

_PURWOREJO-C 0 028662
_WONOSOBO-C -0 011555
_MAGELANG-C 0 008049
_BOYOLALI-C 0.035157
_KLATEN-C 0.074668

_SUKOHARJO-C -0 009114
_WONOGIRI-C 0 000359

_KARANGANYAR-C 0 014442
_SRAGEN-C 0.003665
_BLORA-C 0.058491

_REMBANG--C -0.049174
_PATI-C 0.003742

_KUDUS-C -0.014982
_JEPARA-C 0.003283
_DEMAK-C -0.058554

_SEMARANG-C -0 002255
_TEMANGGUNG--C -0 131836

_KENDAL-C 0.051333
_BATANG-C 0.019409

_PEKALONGAN-C -0 025094
_PEMALANG-C -0.033968

_TEGAL-C -0.026227
_BREBES-C -0.011798

_KOTAMAGELANG-C 0 034868
_KOTASURAKARTA-C 0 004201

_KOTASALATIGA-C -0 007415
_KOTASEMARANG-C -0 004816
_KOTAPKLNGAN-C -0 070611

_KOTATEGAL-C 0 069914
GLS Transformed

Regression

Std. Error t-Statistic

1.034373

0.315933

0.039899
0.290320
0.070761

12.29583

2.608796

1.158880
-1.501707
1.334329

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression

0.829492
0.818667

0.138672

Mean dependent var
S.D.dependent var
Sum squared resid

Prob.

0.0000

0.0113

0.2509

0.1382

0.1869

19.26388
0.325649

1.211488


